PERATURAN DAERAH FAEBUPATEN ACEH TENGAH
NOMOR 3 TAHUN 2000,

TEHTANG
RETRIBUSI PASAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH TEMGAH

Menimbong ¢ a. bahwa dengan ditatapkannys Keputusan Menteri Dalam negesi Nomor 119
vanun 1536 Tentang Ruang Lingkup dan Jenis-Jents Retribusi -Daerah Tingkat [
dan Daerah Tmgkat T maka Relrbusl Pasar merupakan jenis Refribust
Daerah Tinghat 1 ;

b, bawa untuk memungut Rétdbusi sebagainiana dimaksud pada huruf a, periu
diatur cengan Peraturan Daerah ; ¥

Mengingal : 1, Undang-undang  Nomor 7 { Drt ) Tahun 1956, lentany Pembentukan Daerah
Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan  Daerah  Propinel Sumatera
o Undang-undang Nowior 4 Tahun 1974, tentang Permbentukan

Kabupatan Aceh Tenggara; .

2. Undang-undang Nomwr & Tohin 1981, tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran
fiegara Republlk Thdonesia Tahun 1881 Nomef 76, Tambahan Lembaran Negars
Republik Indonesia Nomor 3209} ;

3,Undang-undang  Nomor 18 Talun 1997, lamang Pajak Ducrai dan Rewlbusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Homor 41,
Tambahan Lembaran Megara Republlk Indonasia Nomer 3685) ; F

4.Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, teniang Pamerintahan Daerah
(Lembaran Magara Republik Indonecla Tshun 1999 Namer 60, Tambahan
Lambiaran Negara Republik Indonesia Nomor 363%) ;

5 Undangeundang Nomar 25 Tahun 1839, tentang Perimbangn Keuangan Antata
Pemerintal Pusat dan Daersh.(fembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 1993
Hamor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).

6.Peraturan  Pemerintsh Momar 27 Tahun 1983, tentang Hukum Acara Pidana
(Lemoaran Negara Republk Indones:a Tahun 1963 Momer 36, Tambahan
Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 3258) ; .

7 peraturan  Pemeritah  Nomoi 20 Talun 1987, tentang Retribusl Daerah
(Lemuaron Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Momor 55, Tambahan
{embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692) ;

3.Kepurusan  Presiden Republk Indonesia Nomor 44 Tahun 1998, tentang Teknik
Panyusunan Peraturan Parundang-undangan. i

9,Kepulwsan Menleri Dalam Negerl Nomor A Tahun 1997, tentang  Ketentuan
Umum  Mengenal Panyldic  Pegawal Pagawal Nager Sipl dl Linglungan
Pemerintali Dasrah, i

10 Keputusari Mentari Dalam Neger! Nomor 174 Tahun 1997, tentang PedomanTat
Cara Pemungulan Retribual Daerah A

11, Keputusan Mentar Daiam Negerl Nomor 175 Tahun 1997, tentang Pedoman Tata
Cara Pemeriksaan dibldang Retribusl Daerah ;

12, Keputusan Menter! Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998, tentang Ruang Lingkup
dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat L dan Daersh Tingkat I ;

Dengan Persetujuan .
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Dangan Parsetijuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGAH

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TENTANG RETRIBUSL PASAR.

BAB T
KETENTUAN UMUP

pasal 1

Datam Peraturan Baaralh Tnl yang dimaksud dengan : '

2, Daerah adalah Kabupaten Aceh Tengah; )

b, Pamerintah Daarah  adalsh Pemarintah Xabupaton Aceh Tangah, yang tordirl atas Kepala

iaerah beserta Peraiighat doeralinyd;

Rupati adalah Bupath Aceh Tengah;

Pajabal adala Pegaviai yan diberi dugas tertenly ditidang Retribusi Daerah sssuai dengan

Peraturan Perundang-undangan Daerah yang bariaku; g

{ 2. Pusar adalah tempat yong diber batas terlentu tordir aias halaman/pelataran, bangunan
berbentuk losd, Kios dan dalam bentuk lalanya yang dimanfaatian akeh pedagang dan dikeiola /ar
oleh Pemarintah Daerah dan Khusus disediskan untuk Padagang; :

VT, losd adakh bangunan tetap dialum fnglungan Pusar berbentuk bangunan anpa
dilengkapi dinding;

J 6. Kos adalah bangunan yang beratap dan dipisahikan _satis dengan lainnya dengan dinding
pernisah mulal dan lantal sampal dengan lanit-langit yang dipergunakan Untuk usaha
berjualan; ?

i Komorias adalan segals Fash bum, huan wermasuk temak yang diperjual belikan atau
diperlihatkan untuk dipasarkan; i

VA Retribusi Pasar yang selarjutiya depat discbut Retribusi adalah pembayaran otz genyediaan
fagiftas Pasar tradisional/sederhana yang berupa halaman/pelataran, losd dan atau Kas dafn
bentuk lainnya barupa komodites yang dikclola Pemerintah Dacrah, dan khusus disediakan
Gauik Pedagan, tigak termasui yang alkeloia oleh Perusahaan Daeran ( PO );

)il Whjlb Retribusi adaiah arang prlaad! atau badan yang menurul. Peramian Parundang-undangan
Retibus] daeral: diwajikan unluk melakukan Penibayaran Retribusi Daera;

. Masa Relrbusi adalah jangka woktu tertentu yang merupakan  batas waktu bagl wafih
Retribusi untuk memanfastian jasa pelayenan faslitos pasar i
#3¢ Surat_ Pendaftaran Obyer Recrbusl Daeran, yang selamutiya dapat iy SpORD adaian
surat yang digunaksn aleh Wajib Ratribusi untuk malaporkan data @byak Retribughdan Wajib ¢,
Retribusi sebagal dasar penghitungan dan pembayaran yang Terulang Thenurut  peraturan
penindang-imdangan Retribus! Daerah; et
in. Surat Ketetapan Relibisi Dagrah, yang selanjutnya disingkat sm{E, adalah sursl ketershgan
yEng menentukan hesarmya jumiah Retribiss| yang terutang;
Lurat Katetapan Retrbusi Dierah Kurang Bayor Tambahan, yang selarjutnya dopat disifigkat
SKRDKBT, adalah Sural Keputusan yang Smenentukan tampahan atas juran Retribusi yang
telah ditetapkan; 1
Surat Ketstapan Retribusl Daerah Lebln Diayar, yeng selanjutnya dapat disingkat SKRDLB,
adalah Surat Keputusan yang menentulan jumiah kelsbihan pembayaran Retribusl karena
Jumlah kredt Retribusl leblh basar daripada Retribus! yang tenutang  atau tidok seharusnya
tarutang;
Surat Tagihan Retribus] Dacrah, yang selanjutnya dapat disnglat STRD, adalsh surat untuk
melakukah tagihati Retribusi dan alau sanks| adminisirasl beruga bunga dan atay dends;
fadan adakah sustu bantuk badan ussha yang meliputi perserazn tarhatas, perseroan
konmanditer, perscroan lainnya, badan usalia millk nogara etau dacrah dengan mamil dan
pentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, fima, kongsl, koperasl, yayasan atau organisas!
yang scjenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha
lainnya; 4
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BAB T
NAMA, OOICK DAN SUDYEK RETRIBUSI
Masal 2

(1) tmagan namia Retdbusl Pasar dipungut retribusi atas polayanan panyediaan fasiltas pasar
yany dikelola uleh Pemetintah Daeral, dan khusus discdiokan untuk pedagang.
Pasald v !
{1) Objek Retrlbu| adalah palayanan payediaun fasilias pasar yang disedialion untuk pedagang.
(2) Tidalt termasuk abick kil adalah pelayaian penyedisan fasillas pasar yang dienitiil dan
ata dikelola oleh fiak swasta maupun Perusahan Daerah, i

Pasal 4«

Subjek Reulus! adalal orang pribadl atau badan yang menggunakan pehﬂni[l_?_e_y'edlﬂan

Fasiitas. pasar,

BAB I
GOLONGAN RETRIBUST
Pagal 5

Retribust Pasar digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB TV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal &

Tingkat  penggunaan  jass diukur berdaserkan luas dan Jenks serta komoditas . yang
dimanfaatian/digunalan.

BABV
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7
{1 Prinsip dan susaran dolsrm penetopan suukour dan besernya et remriusl dimaksudkan
ik menuup hiaja  penyalanggsran penyedisan pebyanan fasiltax pasar dengan
dan sspek keadilan.
(2) bisya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mellputi biaya penyusutan, blaya bunga
‘jaman, biaya operasionat dan pemeliharaan.

BAB VL
STRUKTUR AN BESARNYA TARTF
Pasal 8

(1 Struktur tari digalongkan bardasarkan jns facilitas dan atau jents komoditag yang tendini atas
halamen/pelataran, kos dan amu losd, s Iokasl, dan jangka wakby pemakaln serls
komodtas yang dipasarkan.

{2) Suktur dan besarnya tarif dbetapkan scbagal berlkut :

1} Golongan kios/osd &

Kloa Pasar Inpres tahun 1976/1977, Jin. 's. Inpres




Kios A Rp, 25.000,-/kios/bulan,
Kios B. Rp. 25,000,
Kios € (£x. Losd C). : Rp, 15,000,
Kies D . \.  Tp.20.000,/kios/bulan.

Lnsd Pasar Inpres tahun 1076/1077, Jin. Ps. Inpres :
Losd A Rp.12.000,-losd/bulan.
Losd B p.12.000,-/losd/bulan.

Kias { Losd Pasar Inpres Tahun [978/19/9, Jalan putrl djo/Sudirman

Rp.30,000,/kids/bulan.
Rp.15.000,/meja/bular.
R.15.000,-/mejabulan,
Rp. 9.000,-/mejo/bukan.
Rp.10.000,/mefa/hutan.

Losd Meja Daging
Losd Lapal/Meja sayur Lantal I
05 dI Bawan tangga. ..

Kios Pasar Inpres tahun 1981/192, Jin. Ps. Inpres ©
Kins na.1 5/d 18 .
Kios 10,15 5/d 26

tp.33.000,/ldos bulan.
Rp.20.000,-/kias/budan.

5 Kies Pasar npres Lahun 1082/1983, Jin. Bale Atu
Ko ketas 1. Rp.45.060{idos/bukan.
Kins kelas TU Rp.37.500,-{idos/bulan.
Kios Kelas I Rp.32.500,fKos/bulan.

Rp.27.500,-/kios/bulan,

Kios kelas IV
Rp.22.500-/klos7bulan.

Kios Kelas V

Kias delam komplek Lapangan Musara Alun ... Rp.4D.000,-/Kios{butan.

Rp.15.000,/pintu/bulan.
Rp.15.000,-/pintu/bulan.
Rp.15.000,-/pintu/bulan.
Rp.L7.000;-/ pinty/butar.
Rp.15.000,/pintufbulan.

Kios/Losd Pasar Jagong...

) Golangan sewa tanah toko dan kios/losd |
aToko Jalan Malim Dovia...
b. Yoka Jalan Putri I . 1.0
<. Toko Jalan Sudirman. Rp- L
4 Kios daksn Komplek Pasar Inpres Tahun 1982/1983, . Rp. L
& Kioe SEAR (Terminal dan Lapangan Musara Alun.. _ Rp. 1.000,-m’fbulan.
fLosd Pasar Petani dalam Kemplek Pasar Inpres 1982, Rp. 1000/ {bulari.
g.Losd dalor Komplek Pasar Inpres Tahun 1976/1877......... RB- 1,000, fbulsn.

Rp+

3) Golongan pelataran,/payung |
a.Jenis sayur may h-buah Rp. 750,~mharl.
BJens ungya i Rp. 750,-frvfharl,
¢ Janis makanan dan minuman ripgan. 750,-Fmefhar.
d.Jenis kelantang . Rp. 750,-/n/harl,
e.Jenis obat-obatan Rp. 750,-/m/harl.

®

43 Golongan WG Umum ik Pemerintah Daersh :
‘a Komplek Terminal Bls ¢

Buany air besar. Rp. 500;-/orang.

Buang air keci. Rp. 300,-farang.

b.KompleK..




b.Kamplek Pasar Inpres Tahun 1983/1983 :

Buang air besar. Rp. 500,-/orang.
Buang air kecd, Rp. 300,-forang.
5 Gulonyan Kumoditas yang dipusarkan
a ¥ g - Rp.150,-/kg
b it
[ Rp.50,~fkg.
d. Rp.AD,-fig.
3 Rp.10,-/k0.
f. Jemiis Kayu ©
(&) Rimibu Carinpudai.. Rp-25.000/M°.
{2) Pinus.... : Rp.23.000/M°.
g. Jenia Tervak
(1) {emak Besar. Rp.5.000/ ekor.
(2) Ternak Kacil Rp. 500fekor.

Tr, Laln-lain 5 9hharga jen'b kornodiuas.

BAD VIL
WILAYAH PEMUNGUTAN
pasal 9
Retrlbusi yang keiang digungut di Wilayah Daeral teingat. penyediaan peiayanan fasllizs pasar
diberikan.
BAB VIIL
MASA RETRIBUSE DAN SAAT RETRIBUST TERUTANG
Pasal 10

Masa  retribusi adalah fangka wakt yang lamanya 1 {satu) tahun otau dhetapkan fain oleh
Kepale Daerah,

Pasal 11

Saat retribusk terjiang adalah pada saat ditetapkan SKRD yand. dipersamalan.

BAB IX
SURAT PENDAFTARAN
Basal 12
(1) Wafib Retribusi wajib mengisi SPORD.
() SPORD nebegaimana dimekoud peda ayal (1) herus disi dengan felas, benar dan lengkap

serta arancatangani oleh Wajlb Retribusi atu kuasanya.
(3) Bentuk, Il serta tota cara pengisian dan penyampaian SPORD sebagalmana dimaksud pada

ayal (1) SMelapkan oleh Bupatl.
BAB X
PENETAPAN RETRIBUST
Pasal 13

(1) Dordasackan SPORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayot (1) ditetapkon retibusi
terutang dengan menerbitian SKRD atay dokumen lain yang dipersamakan.
(2 ﬂpel!iﬂ%“..
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{2) hpahila berdasarkan hasil pameriksaan dan diterukan data baru dan atau data yang semula
belum terungkop yong menyebabkon penambohan jumiah retribusi yang tarutang, maka
dlkehsarkan SKROKBT.

(3) Hantuk, i dan tata cars ponorbian SKRD atau dokumen lin  yang dipersaniaken
subagaimana dimaksud pada syat (1) dan SKRDKET sebagalmana dimaksud pada aya (2)
ditetapian oieh Bupatt, )

BAB XT
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 14 .
(1) Pemungutan retbusi tidak dapat diborongkan.
(2} Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.
BAB A1
SARKS! ADMINISTRAST
Pasal 15
Dalam hal Wajlb Retrbusl tidak membayar topat pada wokiunya atau kurang membayar,
dikenakan sanksi administast berupa bunga sebesar 2 5 (dua persen) setiap butan dar Retribusi
yang terutang ata kurang dibayar dan ditaglh dengan menggunakan STRB, %
BAB XIIL
TATA CARA PEMBAYARAN
Pagal 16
{1) Pembayaran Retribusi yorg terutang harus diunas! sekaligus.
(2) Retvibusi yang terulang  diunasi sehmbatlombatoya 15 (I belas)  hari sejak

diterbltkannys SKRE atay dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.
{2) Tata cara pe ¥ e P ternpat pi ¥ Retribusl diatur dengan keputussn
“BUpaTl.

BAB XIV
TATA CARA PENGAWASAN
Pasal 17

Bupall Aceh Tengah dapal menunjuk Pejabat tertentu untuk mekikukan pengawasan terhadep
pelakeanaan Peraturan Daersh inl.

BAB %Y
KETENTUAN PIDANA
Panal 18
(1) Wajib Retribusi yang tidak rmelaksanakan kewaflban sehingga mefugikan keuangan Daerah
dagat didncam plidana kurungan paling lama G (enam) bulan dan oty denda sebanyak -
banyaknya #p.5.000.000- (fima juta rupiha) dengan tidak merampas barang terentu untuk

Daarah.
(2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

mxvnf{, 7
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BAB XVT
PENYIDIKAN

Pagal 10

(1) Pejabat Pogawal Nagod Sipll tertontu Daerah diberi

(2)

Dalam hal menyesugikan deng

Khusus sebagai Penyillk untuk  mielakukan penyidikan tindak pidsna dibidang Perpajokan
Daarah atau Retribus! Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-updang Nomor B Tahun
1981 tertang Hukuim Acar Pldana.
iWewenang Penyialk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adaian :
5. Manerims, mancari, mengumpulkan, dan menelil keterangan atou laporan berkenaan
dengan Undak phlinia, dilidany Rebribusi Daerali agar keterangan atau lapuian tersebul
menjadl kengkap dan felas;
Menehtl, mancar, dan mengumpulkan keterangan mangenal arang pribadi atau badan
tentang kebenaran perbuatan yang diakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi
Daerah tarcabut;
. Meminla kelerangan dan bafan buktl dad orang  prbadl atay badas sehubungan
dengan tindak pidana dibidang Retribus] Dasrah;
| Miemeriksa  buku-bukw, catatan-catatan dan dokuwnen-dokurnen  lain berkenaan dengen
tindak pidana dibidang Retripusi Dasrah;
e. Melakukan untuk kan bahan bukii p k
dokymen-dokumen [ain, serta melakukan penykaan terhadap barang bUKY tersetut;
£ Maminta bantuan tensga ahi dalam rangka palaisanaan tugas penyidikan tindak pidana
dibidany Relribusi Daerah;
g Menyuruh herhenti dan atau melarang sescrang mMeninggalkan ruangan atautempat
pada sant p sedang |dentitas orang dan atau
dokumen yana albawa sebagakamans. dimaksud pada hurut €;
Meinokrat sesaorang yang borkaitan dangan thdak pidana Retribusl Daarah;
Memasgll orang unluk didengar keterangannya dan diperisa  sebagal tersangka atau
saksl;
Menghevtikan panyidikan;
. Melakukan tindakan laln yang peri untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang
Retribusi Dacrah menurut fiukum yang dapat dipertanggling Jjawabkan;
Panykilk sabagamana dimaksud §aa ayst (1) memberranukan dimukinya penyidikan _dan
menyampaikan hagh penyidikannya kepada Penuntut Umurm sesual dengan ketentuan yang
dlatus sialan Undang-undarig Noifior 8 tahun 1981 tentang Hubkum Acara Pidana.
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BAB XVIT
KETENTUAN LAIN-LATN

Pasal 20

Daersh. Petubahan dan beaarnya

an b P
tart sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Dasrah Inl dapat ditatapkan dengan Keputusan
Bupatl setelah terlebih dahulu mendepat persetujuan Dewan Perwaldan Rekyat Daerah.

Pazal 21

Ketentiran peleksanaan Peraturan Daerah inf diberlakukan sefambat-ambatnya 3 (tiga) butan
sctelah dizndangkan dakam Lembaran Daerah.

Pagal 22

Hal-hal yang belum cukup distur dalam Peraturan Daerah inl sepanjang mengenal palaksanaaniya

akan diotur tebil: lanjut deiigan Keputusan Bupati

BAB }NJ]I#..J]
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BAB XVITI
KETENTUAN PENUTUP
Prasal 23
Dengan barfakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupatan Daerah Tingkat I

Aceli Tengah Hormer 4 Tabun 1908 tentang y QUL Retribusi
Pasar serta Peraluran Dasrah perubahannya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku fagi.

Pasal 24

Ferabian Desrah Wl mulal betiaku pada tangyal diundangkan, agar setiap. crang dapal
i Paraturan Daersh ini dengan penempatan dafam

Lemharan Dacrah,

Giundangkan | Takangon
Paria Tangaai, 7 April 2000. I’
bupaten Aceh Tengah,

A A0,
/ 010055248,

4iérah Kabupaten Aceh Tengah e ki
Momet § Tahui 2000 '




FPENELASAN
Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Tengah ~
Pamor 3 Tahun 2000.
i
Tentang
Retribusi Pasar

Penjelasan Umim.
Tiahuvn. dengan ditetapkannyu Undang-Undang Nomus 18 Taliun 1997 tentang Pajak Daerali dai
Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kahupaten Daerah Tingkat IT Acsh Tengah Nomor ¢

Tatun 1988 tentang  Peng n Relribusl Pasar serla Peraturar
Daerah perubahannya periy disesuakan dengan maksud ketentuan tersebut
Retribusi Pasar dapat salain pambay atas penyedlasn faslitas pasar yang

dikelol/disediakan oleh Pemmerintali Daeral juga termasuk pemakalan tempat jenis-jenis
Yomoditas  hash bumi, hutan dan temak yang tujuannya dapat dimanfaatkan oleh par:
pedagang untuk memperoleh keuntungan datl hasll usatianya,

Termpat/kedudukan penyedlan faslitas dan atdu jenis kemodiias yang dipungul, seiain yans
sudah ditontukan dalam Peraturan Dagrah ini juga dapat ditentukan di tempat fain dalan
Wikayah Kebugaten Acsls Tengali merupakan wilayah pemungutan.

. Penjelasan pasal dewi Pasal :

Pasal 1 sampal dengan Pasal 4 : Cukup Jelss.

Pasal 5 :

Yangn dimaksud dengan Retribusi Jada Umum adalah Remibusi Jasa yang disediakan ata
diberikan oleh Pemerintah Daerah wntlk tufuan kepentingan dan kemanfaatan umum serts
dapat dikti cloh orang pribad! atu Badan.

Pagal 6 :

Yang dimaksud dengan lingkat penggunaan jasa adalah standar yang digunakan unl
malakukan Pungutan terdin :

4. Luas dengan menggunakan 2.

b. Jenfs dalarn bentuk bangunan dan tanah.

¢, Komoditas dalam bentuk Kg., Tonase, Meter Kubik dan Elor.

pasal 7 sampal dengan Pasal 13 1 Cukup Jelas.

pasal 14 Ayat (1) :
Yang dimakoud dengan tidak dapat dborongken adalah bahwa seluruh proses Kagiata
pemungutan Retibust tdak dapat diserahkan kepada Plhak Ketiga, iamun dalam pengertian Ir
bukan betarti balwa Pamarintah Dasrah tidak boleh bekerjasama dangan Pihak Ketiga, Dengal
sangat seikf dalar proses Perungutdn Retibusl, Pemerintah Daersh dapat mengajal
hekerjasama Badan-badan tartenty, yang karana propesionalismenya Iayak diparcaya untuk Tk
kar sebagian tugas jenis Relribusi sevara lebh efesien. Kogiats
Perunguten Ratribus) yang bidak dapat dierjasamakan dengan Pihak Ketiga adalah kegiata
ponghitungan besarnya Retrbusl yang terutang, pengawasan ponyetaran Refribusi da
penagihan Rewibusi.

Fasat 14 Ayat (2) sarpal dengan Pasal 24 : Cukup Jelas.

e ®
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